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Probity audit merupakan kegiatan pe-
nilaian (independen) wuntuk memastikan
bahwa proses pengadaan barang dan jasa
telah dilaksanakan secara konsisten se-
suai dengan prinsip penegakan integritas,
kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi
ketentuan perundangan yang berlaku. Hal
ini bertujuan untuk meningkatkan akun-
tabilitas penggunaan dana sektor publik.
Probity audit yang dikeluarkan pemerintah
didasari oleh banyaknya kasus kecurangan
yang berkaitan dengan pengadaan barang
dan jasa. Pengawasan internal pemerintah
merupakan bagian penting dari upaya un-
tuk menentukan apakah suatu badan pe-
merintahan telah memenuhi kewajiban dan
fungsinya, dan apakah telah dilaksanakan
secara efektif dan efisien untuk memenuhi
kewajibannya yeng telah direncanakan dan
pedoman yang ditetapkan Permendagri No-
mor: PER / 05 /M.PAN/03/2008). Meskipun
demikian, data Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) sejak 2015 hingga pertengahan
2021 menunjukkan jumlah bahwa tindak
pidana korupsi perkasus dalam PBJ se-
banyak 112 kasus. Jumlah kasus tersebut
menduduki posisi kedua terbanyak setelah
tindak pidana korupsi penyuapan. Alasan
utama seseorang melakukan kecurangan
adalah untuk mencapai keuntungan dengan
berbagai cara yang ilegal serta meliputi ber-
bagai penyimpangan yang ditandai dengan
penipuan disengaja (Kontogeorga, 2017). Hal
ini memiliki dampak dramatis pada ekonomi,
hukum, dan bahkan nilai-nilai moral ma-
nusia (Sutopo et al., 2017). Banyaknya ka-
sus kecurangan pada proses PBJ tentunya
membuat pengawasan internal pemerintah
sangat perlu mengoptimalkan pelaksanaan
probity audit. Apabila probity audit dapat
dilaksanakan pada semua tahap, maka
akan dapat meminimalisasi terjadinya ko-
rupsi dalam proses pengadaan barang dan
jasa. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai
strategi agar bisa mengoptimalkan probity
audit yang berkualitas.

Pada dasarnya, auditor akan tetap
menjalankan tugasnya dengan baik sesuai
dengan teori stewardship. Teori stewardship
menekankan pada perilaku steward yang ti-
dak mempunyai kepentingan pribadi, tetapi
lebih mementingkan kepentingan principal
(Segal & Lehrer, 2012). Kondisi tersebut
didasari oleh sedemikian besarnya sikap
melayani yang dibangun oleh steward. Wa-
laupun banyak tekanan, auditor akan tetap
menjalankan tanggung jawabnya dengan

baik untuk dapat memberikan kualitas pro-
bity audit yang baik pula. Kompetensi SDM
merupakan faktor pendukung kunci pelak-
sanaan probity audit, karena SDM memili-
ki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman
yang sesuai untuk menghasilkan laporan
probity audit yang berkualitas (Ramadhan
& Arifin, 2019). Kualitas audit tergantung
pada siapa yang memberikan jasa, sehingga
auditor harus memiliki kompetensi dan pe-
ngalaman. Kompetensi yang dibutuhkan da-
lam proses auditing harus sesuai dan men-
cakup beberapa hal penting, yaitu pengua-
saan standar akuntansi dan auditing, serta
unsur-unsur auditing, seperti pengetahuan
umum, lingkungan perusahaan atau klien,
program, dan kegiatan untuk diaudit (Lateef
et al., 2021). Kang et al. (2016), Muratbeko-
va et al. (2017), dan Xiao et al. (2016) ber-
argumentasi bahwa investasi pada staf lebih
efektif dalam meningkatkan kualitas probity.
Selain itu, adanya tekanan kerja akibat ang-
garan waktu yang diberikan juga menjadi
faktor eksternal yang menentukan kualitas
pemeriksaan integritas PBJ. Hal ini karena
auditor menghadapi anggaran waktu yang
ketat dalam pelaksanaan tugasnya, kenda-
ti telah dibuat dan ditentukan sebelumnya.
Selain itu, tekanan anggaran waktu adalah
bagian dari perencanaan untuk menetapkan
pedoman dalam jam untuk setiap bagian uji-
an (Asiedu & Deffor, 2017). Studi Deb (2018),
Putu et al. (2020), dan Wahyuni et al. (2020)
menunjukkan bahwa tekanan waktu mem-
pengaruhi kualitas audit. Selanjutnya, pe-
nelitian lain oleh Rahmawati & Halmawati,
(2020) menemukan bahwa tekanan anggar-
an waktu mempengaruhi perilaku disfung-
sional pemeriksa, seperti tidak melaporkan
waktu audit yang sesungguhnya terjadi dan
menghilangkan beberapa prosedur audit.
Faktor lainnya adalah sarana dan
prasarana sebagai penggerak keberhasilan
pencapaian visi dan misi organisasi. Se-
cara khusus, standarisasi mengenai sara-
na dan prasarana kerja pemerintah telah
tertuang pada Permendagri Nomor 7 Ta-
hun (2006). Berdasarkan aturan tersebut,
sarana kerja didefinisikan sebagai fasilitas
yang mempunyai fungsi langsung untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintah
daerah, sedangkan prasarana adalah fasili-
tas penunjang yang secara tidak langsung
dapat meningkatkan kinerja untuk menca-
pai tujuan tertentu. Oleh karena itu, ketika
sarana dan prasarana tidak memadai, sulit
untuk mendapatkan hasil yang ditarget-
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kan dari semua kegiatan yang dilakukan.
Ketersediaan sarana dan prasarana dapat
mendukung pengujian kualitas yang baik
ketika telah memenuhi persyaratan peker-
jaan (Cordery & Hay, 2019). Selain itu, isu
penting yang dianggap mempengaruhi kuali-
tas laporan probity audit adalah SPIP/sistem
pengendalian internal pemerintah. SPIP ada-
lah proses kegiatan yang meliputi pemerik-
saan, peninjauan, dan pemantauan terha-
dap pelaksanaan tugas dan fungsi organi-
sasi yang sangat bermanfaat dalam deteksi
dini dan pencegahan kecurangan. Semakin
bagus penerapan SPI tersebut, dampaknya
juga akan berbanding lurus dengan kuali-
tas audit yang dilaporkan. Kaawaase et al.
(2016) dan Yang & Northcott (2019) mene-
mukan bahwa SPI mempengaruhi kualitas
laporan.

Fenomena kualitas probity audit di In-
donesia menarik untuk terus dikaji karena
penelitian mengenai probity audit masih ter-
batas. Ramadhan & Arifin (2019) dan Veiga
& Major (2019) menunjukkan berbagai fak-
tor yang dapat menjelaskan kualitas probity
audit, antara lain kapasitas sumber daya
manusia, ketersediaan anggaran, kapasitas
waktu, ketersediaan sarana dan prasarana,
dan pengendalian internal. Akan tetapi, pe-
nelitian tersebut belum dapat menjelaskan
adanya pengaruh secara empiris antara fak-
tor-faktor tersebut. Peneliti menambahkan
objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan,
Keuangan dan Pengelolaan Asset Daerah
(selanjutnya disingkat DPPKAD) sebagai ba-
gian yang melakukan perencanaan PBJ dan
Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai ba-
gian yang melakukan PBJ.

Penelitian ini dimaksudkan untuk
menguji berbagai strategi yang bisa dite-
rapkan pemerintah daerah untuk mening-
katkan kualitas probity audit, yaitu aspek
internal yang mencakup kualitas auditor
dan tekanan anggaran waktu serta aspek
eksternal, atau dengan tersedianya sarana
prasarana dan sistem pengendalian inter-
nal. Pelaksanaan probity audit yang optimal
berdampak pada penghindaran konflik dan
permasalahan, praktik korupsi, peningkatan
integritas sektor publik melalui perubahan
perilaku dan organisasi, pemberian keya-
kinan secara objektif dan independen atas
kujujuran pengadaan barang dan jasa, dan
minimalisasi potensi adanya litigasi (perma-
salahan hukum). Penelitian mengenai kua-
litas probity audit masih terbatas, sehingga
hasil penelitian ini menjadi penting karena

dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang
mempengaruhi kualitas probity audit dan
menambah referensi pada sisi teoritis. Selain
itu, luaran penelitian diharapkan dapat me-
ngungkap kebutuhan Inspektorat di tingkat
kabupaten dalam menghasilkan laporan pro-
bity audit yang berkualitas melalui berbagai
faktor yang berguna sebagai acuan untuk
mengevaluasi pelaksanaan probity audit
dan perbaikan sistem pengelolaan PBJ. Pa-
da akhirnya, stakeholder dapat melakukan
pengambilan keputusan dengan mengandal-
kan laporan probity audit yang berkualitas.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Pemerin-
tah Daerah Kabupaten Dompu tahun 2021
dengan mengambil responden dari seluruh
auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat
Dompu sebanyak 52 responden, DPPKAD
sebanyak 38 responden, serta ULP sebanyak
25 responden. Dengan berbagai pertim-
bangan biaya dan manfaat, peneliti hanya
memusatkan penelitian pada satu peme-
rintah daerah. Peneliti memilih Inspektorat
Kabupaten Dompu sebagai objek penelitian
karena Inspektorat Dompu telah melak-
sanakan pemeriksaan probity audit di setiap
SKPD dan berdasarkan Laporan Hasil Pe-
meriksaan BPK, masih terdapat temuan da-
lam proses PBJ terkait sistem pengendalian
internal pemerintah Kabupaten Dompu. Se-
lanjutanya, proses pengambilan sampel juga
menggunakan sampel berdasarkan metode
target sampling atau aspek yang telah di-
tentukan. Kriteria yang ditetapkan adalah
auditor yang bekerja di Kantor Inspeksi Ka-
bupaten Dompu, auditor dan pegawai yang
mempunyai pengalaman satu tahun, serta
pegawai yang bekerja di DPPKAD dan ULP
Kabupaten Dompu.

Berdasarkan proses pengambilan sam-
pel dengan memakai metode pengambilan
sampel yang disengaja, dipilih 100 respon-
den dari Inspektorat Kabupaten Dompu, Di-
nas Pendapatan dan Asset Keuangan Dae-
rah (DPPKAD) dan Unit Layanan Pengadaan
(ULP). Seperti terlihat pada Tabel 1, hanya
ada 100 kuesioner yang tersedia untuk pe-
ngolahan data, karena ada 3 kuesioner yang
tidak memenuhi persyaratan, S outlier, dan
7 kuesioner lagi tidak dikembalikan ke pe-
neliti. Data responden, demografi responden
berdasarkan jenis kelamin terbagi menja-
di 65 laki-laki dan 35 perempuan, dengan
mayoritas responden pada kelompok umur
26-35 tahun. Selain itu, mayoritas respon-
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Tabel 1. Hasil Pemilihan Sampel

Keterangan Sampel
Responden yang Bekerja di Inspektorat Kabupaten Dompu 52
Responden yang Bekerja di DPPKAD 38
Responden yang Bekerja di Unit Layanan Pengadaan (ULP) 25
Responden yang Belum Memiliki Pengalaman Lebih dari 1 tahun (3)
Data Outlier (S5)
Kuesioner yang Tidak Dikembalikan (7)
Total Responden 100

den dalam survei ini memiliki tingkat pen-
didikan terakhir Strata-1 (70%), diikuti
oleh pendidikan Strata-2 (23%), dan sisa-
nya mengikuti pendidikan Diploma-3 dan
Starta-3. Kemudian lebih dari 50% auditor
merupakan responden survei dengan masa
penugasan lebih dari lima tahun di bidang
audit.

Data dalam studi ini menggunakan je-
nis data yang diperoleh dari teknik penyebar-
an kuesioner kepada responden di lapangan,
yaitu data yang memberikan serangkaian
pernyataan tertulis untuk jawab oleh re-
sponden. Penelitian ini menggunakan skala
Likerts sebagai skala pengukuran. Dalam
studi dengan indikator rentang 1 hingga 6,
skala dari 1 sampai 3 menggambarkan ting-
kat ketidaksetujuan dan sebaliknya, skala
dari 4 sampai 6 menjelaskan tingkat setuju
dengan pernyataan kuesioner.

Secara khusus, peneliti menggu-
nakan variabel kualitas probity audit pada
pengadaan barang dan jasa (PBJ). Hal ini
dikarenakan masih banyaknya temuan da-
lam proses PBJ di Indonesia yang disajikan
pada laporan hasil pemeriksaan audit oleh

Kompetensi SDM

Tekanan Anggaran Waktu

Sarana dan Prasarana

Sistem Pengendalian
Internal

BPK (LHP BPK) sehingga diperlukan peng-
awasan yang mendesak. Studi kualitatif
sebelumnya oleh Ramadhan & Arifin (2019)
mengungkapkan sejumlah faktor penentu
yang bisa menjelaskan kualitas audit pro-
bity. Oleh karena itu, peneliti merasa harus
melakukan beberapa eksperimen secara em-
piris terhadap faktor-faktor tersebut, yang
dapat menjadi strategi dalam peningkatan
kualitas laporan probity audit di Inspektorat
Dompu, DPPKAD, dan ULP.

Gambar 1 menunjukkan kerangka pe-
nelitian termasuk variabel bebas dan terikat
yang dipakai dalam studi empiris ini. Ber-
dasarkan Gambar 1, model regresi linier
berganda dijelaskan sebagai berikut:

KPB = a0 + B1KSDM + B2TAW + B3SDP

+ B4SPI + € (1)

Variabel terikat atau dependen pada pe-
nelitian ini menggunakan variabel kualitas
probity audit (KPB). Variabel ini didefinisikan
sebagai proses audit secara real time untuk
memeriksa seluruh kegiatan pengadaan ba-
rang dan jasa telah sesuai dengan standar,

Kualitas
Probity Audit

Gambar 1. Rerangka Konseptual Penelitian
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Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Minimum Maksimum Rerata Standar Deviasi

Variabel

Kompetensi SDM 3,70
Takanan Anggaran Waktu 3,00
Sarana dan Prasarana 3,50
Sistem Pengendalian Internal 3,42
Kualitas Probity Audit 3,64

6 5,23 6,10
6 5,24 6,04
6 5,16 5,85
6 5,22 6,12
6 5,14 5,18

jujur, dan berintegritas. Indikator pernyata-
an dalam kuesioner lebih fokus pada pro-
ses sebelum, selama pelaksanaan, hingga
komitmen auditor dalam melaporkan hasil
probity audit yang berkualitas.

Selanjutnya, variabel independen yang
pertama adalah kompetensi SDM (KSDM),
yaitu kemampuan yang bersumber dari da-
lam diri seseorang yang hanya dapat dikem-
bangkan oleh individu melalui banyaknya
penugasan yang dilakukan dan pelatihan
peningkatan kapasitas (Bradbury, 2017).
Berbagai pernyataan yang disajikan dalam
kuesioner menunjukkan bagaimana pema-
haman auditor terhadap pedoman, peratur-
an, peran dan fungsinya, serta kompetensi
dan pengalaman auditor yang dimiliki selama
penugasan dalam mendeteksi kecurangan.

Kedua, variabel tekanan anggaran
waktu (TAW) adalah situasi di mana audi-
tor dapat lebih efektif dengan melakukan
audit prakontrak. Keterbatasan waktu dan
anggaran dinilai sangat ketat dan kaku (Pu-
tu et al., 2020). Pernyataan dalam kuesioner
memuat mengenai bagaimana auditor mam-
pu menghadapi pelaksanaan proses audit
dalam kondisi terdapat keterbatasan angga-
ran waktu.

Ketiga, variabel sarana dan prasarana
(SDP) yang didefinisikan secara terpisah,
yaitu sarana kerja sebagai faktor yang se-
cara langsung mendukung pelaksanaan
pekerjaan, sedangkan prasarana adalah fak-
tor yang membantu dalam mengimplemen-
tasikan alur kerja. Indikator-indikator yang
digunakan dalam kuesioner adalah keter-
sediaan berbagai sarana prasarana yang
sesuai dan dapat mendukung pelaksanaan
probity audit.

Keempat, variabel sistem pengendalian
internal (SPI) yang merupakan proses verifi-
kasi, review, pengawasan dan pemantauan
lainnya atas pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi. SPI juga berperan penting da-
lam pencegahan dan deteksi dini terhadap
dugaan kecurangan. Item pernyataan yang

ada dalam kuesioner mencakup struktur
dan prosedur SPI serta penjabaran berbagai
aktivitas SPI mulai dari perencanaan hingga
pengawasan.

Teknik analisis data tahap pertama
yaitu pengujian deskriptif dan pembahasan
demografi responden. Selanjutnya, beberapa
uji regresi linier berganda digunakan sebagai
uji analitis untuk memeriksa pengaruh an-
tara variabel bebas dengan variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji statistik deskriptif. Tujuan dari
pengujian ini adalah memperoleh gambaran
tentang data penelitian, termasuk minimum,
maksimum, mean, dan deviasi standar da-
ta tersebut. Berdasarkan data pada Tabel
2 mengenai hasil uji statistik deskriptif,
masing-masing variabel independen adalah
kualitas probity audit, dan variabel dependen
yang terdiri dari empat varibel, yaitu kapasi-
tas sumber daya manusia, tekanan anggar-
an waktu, sarana prasarana, dan sistem
pengendalian internal. Nilai minimum dari
kelima variabel penelitian menunjukkan
rentang nilai antara 3,00 hingga 3,70 yang
artinya jawaban terendah responden tertuju
pada pendapat “agak kurang setuju” dengan
pernyataan dalam kuesioner. Sementara itu,
nilai maksimum dari semua variabel ada-
lah 6,00 atau berada pada jawaban “sangat
setuju” pada item pernyataan kuesioner.
Selanjutnya, nilai rata-rata seluruh varia-
bel berada pada nilai lebih dari nilai 5, yang
mengindikasikan rata-rata semua jawaban
responden memilih “setuju” terhadap per-
nyataan yang diajukan. Hal ini sesuai de-
ngan hasil pengujian yang mengungkapkan
bahwa semua variabel independen dapat
mempengaruhi kualitas probity audit. Hasil
uji statistik juga mengungkapkan bahwa
nilai deviasi standar lebih tinggi dibanding-
kan nilai rata-rata, yang berarti data peneli-
tian memiliki tingkat variasi yang tinggi.

Uji regresi linier berganda. Pengujian
ini digunakan untuk membantu dalam ana-
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Tabel 3 Hasil Pengujian Model Regresi

Model Koefisien Tidak Terstandar Nilai T  Signifikansi
B Standar Error
Konstanta 10,393 5,947 2,021 0,105
Kompetensi SDM 0,261 0,12 2,379 0,019
Takanan Anggaran Waktu 0,301 0,152 2,071 0,041
Sarana dan Prasarana 0,54 0,166 3,534 0,001
Sistem Pengendalian 0,297 0,081 4027 0

Internal

lisis pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen melalui model regresi. Tu-
juannya untuk pengujian faktor-faktor beru-
pa kapasitas SDM, tekanan anggaran waktu,
sarana dan prasarana, dan pengaruh sistem
pengendalian internal terhadap kualitas pro-
bity audit. Selanjutnya, berdasarkan infor-
masi mengenai rangkuman hasil pengujian
model regresi yang disajikan pada Tabel 3,
dapat dibuat persamaan regresi linear ber-
ganda. Persamaan regresi tersebut mengin-
dikasikan bahwa arah pengaruh variabel be-
bas terhadap variabel terikat terlihat mem-
punyai arah pengaruh yang positif.

KPB = 10,393 +0,261KSDM + 0,301 TAW
+0,540SDP + 0,297SPI + € (1)

Selanjutnya, Tabel 3 bahwa variabel
kompetensi SDM memiliki nilai signifikan
pada taraf 0,05 yang terbukti mempengaruhi
kualitas probity audit. Kemudian. variabel
tekanan anggaran waktu dan infrastruktur
keduanya bernilai signifikansi 0,041 dan
0,001, atau menunjukkan signifikansi yang
lebih rendah dibandingkan nilai alpha 0,05.
Artinya, tekanan anggaran waktu serta in-
frastruktur mempengaruhi kualitas probity
audit secara positif. Hasil pengujian untuk
sistem pengendalian internal terlihat nilai
signifikansinya pada angka 0,000 < 0,05.
Artinya, dapat diketahui bahwa variabel SPI
berpengaruh pada variabel kualitas probity
audit.

Pengaruh kompetensi SDM terhadap
kualitas probity audit. Kompetensi SDM
dapat diartikan sebagai kemampuan atau
keahlian yang dimiliki seorang auditor yang
didapatkan melalui penugasan berulang
yang dilakukan dan pelatihan serta ber-
bagai peningkatan kapasitas auditor lainnya
(Bradbury, 2017). Kemampuan sumber daya
manusia (SDM) telah terbukti mempengaruhi

kualitas probity audit. Dalam teori steward-
ship, principal dan steward memiliki sifat
manusia yang dapat dipercaya, bertanggung
jawab, integritas, dan kejujuran pada pihak
lainnya (Thomas & Purcell, 2019). Teori ini
melihat pemerintah sebagai steward yang
merupakan pihak yang memiliki kemam-
puan dan siap untuk melaksanakan tin-
dakan dan fungsi-fungsi yang sebaik-baik-
nya untuk memenuhi kebutuhan principal.
Konsep dalam teori ini adalah kepercayaan
pada pihak yang diberikan wewenang, se-
hingga pemerintah (steward) dalam suatu
organisasi dicerminkan sebagai good stew-
ard (Bernstein et al., 2016). Oleh karena itu,
pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh
auditor inspektorat sebagai steward dalam
melaksanakan pekerjaannya akan menge-
luarkan seluruh kemampuannya untuk
melaksanakan proses pemeriksaan dengan
tujuan pendeteksian kecurangan dalam
proses pengadaan barang dan jasa, sehingga
menghasilkan pengadaan secara jujur, adil,
transparan, dan bebas dari kecurangan.
Berdasarkan hasil investigasi, auditor
memahami peran dan fungsinya yang jelas
dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu,
auditor telah menerapkan Peraturan BPKP
No. PER- 362 / K/ D4 / 2012 yang menjelas-
kan terkait dengan pedoman probity audit
PBJ. Hal ini diperlukan untuk memastikan
proses audit berfungsi dengan baik. Auditor
juga sering mengikuti banyak pelatihan dan
melakukan tugas yang menjamin kualitas
audit. Seorang auditor wajib mempunyai
pendidikan, penguasaan terhadap tugas, ke-
mampuan, keterampilan, pengalaman, dan
kemampuan lainnya yang diperlukan dalam
mempertanggungjawabkan tugas auditor,
sehingga auditor dapat secara maksimal
memenuhi tanggung jawab profesional audi-
tornya. Jadi auditor didorong untuk menun-
jukkan kemampuan auditnya dari hasil uji-
an profesi atau sertifikasi auditornya seperti
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Certified Internal Auditor (CIA) (Amdanata &
Mansor, 2020; Mahyoro & Kasoga, 2021).
Ada dua aspek utama yang membentuk ke-
mampuan atau kompetensi seorang auditor,
yaitu pengalaman dan pengetahuan (McCue
et al., 2015). Semakin berpengalaman audi-
tor, semakin baik kemampuan untuk meng-
atasi setiap masalah audit yang mungkin
timbul selama mengaudit. Oleh karena itu,
SDM merupakan elemen pendukung penting
dalam pelaksanaan probity audit (Ramadhan
& Arifin, 2019; Veiga & Major, 2019). Ke-
mampuan yang diharapkan untuk proses
audit tidak hanya di bidang accounting dan
audit standar, tetapi juga di bidang yang di-
audit seperti pengetahuan umum, lingkung-
an bisnis, program, dan kegiatan audit (Ri-
santi et al., 2021).

Berdasarkan hasil pengujian, temuan
studiini relevan dengan studi dari Yefni & Sa-
ri (2021) karena menunjukkan kualitas ha-
sil audit berkaitan dengan kompetensi SDM
yang merupakan faktor pendorong dalam
pengumpulan informasi dan data yang be-
nar selama proses investigasi. Auditor yang
berkompetensi tinggi akan lebih menguasai
berbagai permasalahan sehingga dapat men-
dukung kegiatan selama penugasan. Selain
itu, Kang et al. (2016) menyatakan bahwa
berinvestasi pada SDM dalam hal peningkat-
an skill akan lebih efektif dalam meningkat-
kan kualitas audit. Meskipun akan ada bi-
aya tambahan yang harus dikeluarkan, pe-
ningkatan kinerja auditor akan menjadi le-
bih signifikan (Axelsen et al., 2017; Hajering
et al., 2020; Yang, 2021). Sejalan dengan hal
tersebut, Meidawati & Assidiqi (2019) dan
Parker et al. (2018) menunjukkan bahwa
seorang auditor yang memiliki kemampuan
atau usaha akan menggunakan kompeten-
si yang dimilikinya dalam melakukan audit
untuk memberikan hasil yang berkualitas.
Akan tetapi, auditor akan mendapatkan ke-
sulitan dan tidak mudah menyelesaikan ken-
dala yang dihadapi ketika kompetensi yang
dimilikinya rendah (Ntim et al., 2017). Oleh
karena itu, kemampuan SDM sangat diper-
lukan dalam melaksanakan penugasan au-
dit yang cenderung mengalami permasalah-
an relatif tinggi, Dengan kata lain, semakin
kompeten auditor, semakin tinggi kualitas
auditnya (Kontogeorga, 2019).

McCue et al. (2015) menyatakan bah-
wa tercapainya audit yang berkualitas se-
cara optimal sangat tergantung pada audi-
tor yang kompeten. Hal tersebut mengindi-
kasikan auditor yang berkompetensi tinggi

dalam audit akan mampu menciptakan hasil
probity audit yang berkualitas, sehingga ha-
sil audit tersebut dapat dipercaya dan digu-
nakan oleh berbagai pemangku kepentingan
dalam mengambil keputusan yang terbaik.
Meskipun demikian, hasil studi ini kontra-
diktif dengan hasil studi Alhababsah (2019)
yang membuktikan bahwa kemampuan
auditor justru berbanding terbalik dengan
kualitas pelaporan audit. Hal ini mengindi-
kasikan kompetensi auditor jika menun-
jukkan tren semakin baik, maka dapat
menyebabkan semakin rendahnya kualitas
hasil audit. Selanjutnya, pemahaman serta
pengalaman dari seorang auditor dianggap
tidak serta merta menjamin hasil audit men-
jadi berkualitas karena hal tersebut tergan-
tung pada kemauan seorang auditor dalam
melaporkan adanya penyimpangan atau ke-
curangan yang terjadi.

Saat ini, praktik profesional, teruta-
ma auditor, menawarkan disiplin ilmu yang
lebih khusus di luar gelar, karena auditor
dengan beberapa pengalaman dapat memi-
liki kemampuan dan pengalaman yang le-
bih kompeten dan mencapai nilai yang lebih
baik. Akwenye et al. (2016) dan Ocak & Can
(2019) berargumentasi bahwa auditor yang
kompeten diharapkan mempunyai pengeta-
huan dan pengalaman yang bagus di bidang
audit. Pengetahuan ini perlu dikembang-
kan lebih lanjut, karena dengan banyaknya
pengalaman penugasan yang diperoleh au-
ditor, output pemeriksaan pun akan sema-
kin berkualitas. Dengan adanya temuan ini,
kantor inspektorat dapat memilih strategi
berupa peningkatan kualitas SDM kompe-
tensi auditor. Berbagai upaya dapat dilaku-
kan, misalnya seperti mengikutsertakan
para auditor pada berbagai workshop, kur-
sus, pelatihan, serta ujian sertifikasi khusus
audit.

Pengaruh tekanan anggaran waktu
terhadap kualitas probity audit. Tekanan
anggaran waktu merupakan keadaan yang
menuntut seorang auditor untuk dapat me-
manfaatkan anggaran waktu penugasan
audit yang terbatas, ketat, dan kaku de-
ngan efektif dan efisien (Putu et al., 2020).
Hasil studi ini selanjutnya menemukan
suatu kondisi tekanan waktu yang dialami
auditor berkaitan erat dengan kualitas pro-
bity audit pengadaan barang dan jasa. Au-
ditor telah terbukti mendapat manfaat dari
waktu pelaksanaan audit yang ketat untuk
menyelesaikan pekerjaan mereka tanpa me-
ngurangi jumlah tahapan alokasi dan untuk
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mendokumentasikan semua tahapan proses
audit dengan benar. Selain itu, kepatuhan
terhadap anggaran waktu untuk pekerjaan
audit digunakan sebagai indikator penilaian
kinerja, memungkinkan auditor untuk be-
rusaha menyelesaikan pekerjaannya tepat
waktu. Tekanan anggaran waktu merupakan
bagian dari rencana auditor untuk menentu-
kan waktu untuk setiap bagian dari proses
audit (Asiedu & Deffor, 2017). Sebelum alo-
kasi dilakukan, auditor perlu memahami
anggaran waktu yang direncanakan. De-
ngan demikian, auditor bisa menggunakan
waktu yang tersedia secara efektif dan jujur
untuk melaksanakan tugasnya dan menja-
ga kualitas auditnya. Hal ini sesuai dengan
teori steward yang menggambarkan situasi
para pimpinan yang tidak termotivasi oleh
tujuan individu, akan tetapi lebih termotiva-
si pada sasaran utama untuk kepentingan
organisasi sehingga steward akan bertindak
dengan baik sesuai dengan keinginan prin-
cipal (Bernstein et al., 2016). Sebagai ste-
ward, pemerintah akan mengupayakan an-
ggaran belanja pemerintahan secara efisien
dan akuntabel, sehingga keuangan nega-
ra terkelola dengan baik, sehingga dapat
mencapai tujuan pemerintah dalam rangka
meningkatkan integritas pelayanan publik
melalui pengelolaan keuangan negara sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini konsisten dengan hasil
studi Axelsen et al. (2017) yang menunjuk-
kan adanya kondisi tekanan anggaran wak-
tu terbukti berpengaruh positif pada kuali-
tas probity audit. Adanya penyediaan waktu
yang terbatas menyebabkan pilihan auditor
justru didominasi oleh indikator ketepatan
dalam menetapkan sasaran penugasan au-
dit. Indikator ketepatan dalam menetapkan
sasaran dianggap bernilai lebih baik ketika
dibandingkan dengan indikator lainnya, ya-
itu pencapaian terhadap rencana penyediaan
waktu, tingkat efesiensi, serta komunikasi
waktu yang rendah antara auditor dengan
klien. Hal ini diperkuat oleh temuan Hay &
Cordery (2021) yang menginterpretasikan
bahwa tekanan waktu yang semakin tinggi
akan berdampak pada munculnya dorongan
yang lebih kuat pada diri auditor untuk lebih
semangat bekerja dan meminimalkan terja-
dinya kesalahan selama proses pemeriksaan
bukti audit berlangsung, Selanjutnya, Pu-
tu et al. (2020) serta Meidawati & Assidiqi
(2019) menjelaskan bahwa pada awalnya,
tekanan terkait dengan batasan waktu dan
sumber daya yang muncul pada saat proses

pemeriksaan audit karena waktu yang ter-
batas. Dengan adanya permasalahan terse-
but, auditor terdorong untuk melaksanakan
pekerjaan dengan menggunakan waktu se-
minimal mungkin untuk menghasilkan pro-
bity audit yang lebih baik. Dengan demiki-
an, pada akhirnya tekanan anggaran waktu
dapat meningkatkan kualitas probity audit.

Di sisi lain, temuan penelitian ini ti-
dak didukung dengan adanya temuan lain
yang membuktikan adanya tekanan anggar-
an waktu justru dapat mengubah perilaku
auditor menjadi disfungsional, seperti tidak
melaporkan waktu audit yang sebenarnya
dan menghapus beberapa prosedur audit
(Rahmawati & Halmawati, 2020). Hal ini
dikarenakan semakin tinggi tingkat tekanan
anggaran waktu, semakin tidak efisien pro-
ses pemeriksaan yang dikerjakan tim audi-
tor sehingga semakin rendah kesesuaian de-
ngan pedoman dan peraturan yang menjadi
tujuan audit. Pada akhirnya, akan semakin
rendah pula kualitas audit (Feng & Neely,
2017). Temuan tersebut juga didukung ha-
sil studi Broberg et al. (2017) dan Salehi et
al. (2017) yang membuktikan bahwa adanya
tekanan anggaran waktu justru bisa menye-
babkan penurunan kualitas audit karena
dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya,
yaitu perbedaan gender, posisi pekerjaan, la-
ma penugasan, jumlah klien, sampel audit,
serta firma audit.

Ismail & Yuhanis (2019) dan Thomas-
son (2018) berarfumentasi bahwa tekanan
anggaran waktu dapat muncul karena
adanya keterbatasan sumber daya sehingga
membuat pekerjaan menjadi kurang efektif.
Kompleksitas tersebut akan membuat audi-
tor berada pada situasi yang dapat mempe-
ngaruhi keputusan auditor. Hasil peneli-
tian ini memiliki implikasi pada bagaimana
inspektorat menyiapkan para auditornya
untuk dapat menghadapi adanya tekanan
waktu ketika melakukan penugasan sehing-
ga kualitas auditnya tetap terjaga. Adanya
pedoman yang relevan sebelum melakukan
penugasan audit akan sangat membantu
proses pelaksanaan probity audit.

Pengaruh sarana dan prasarana ter-
hadap kualitas probity audit. Faktor lain
yang mendukung kualitas pemeriksaan
pelaporan adalah penyediaan sarana prasa-
rana yang berfungsi untuk melaksanakan
visi dan misi organisasi. Sarana kerja ada-
lah faktor yang secara langsung mendukung
pelaksanaan pekerjaan, sedangkan prasa-
rana merupakan faktor tidak langsung
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yang mendukung pengimplementasian alur
kerja. Standarisasi ruang kerja dan infras-
truktur pemerintah daerah diatur dengan
Pemendagri Nomor 7 Tahun 2006 sebagai
aspek penting yang berfungsi mendukung
terselenggaranya ketertiban serta pemba-
ngunan daerah. Mzenzi & Gaspar (20195)
menyatakan bahwa proses probity audit yang
dilakukan secara real time mulai dari tahap
pengadaan hingga pelaporan akan membu-
tuhkan kelengkapan logistik ataupun per-
alatan yang dapat mengoptimalkan kinerja
auditor. Pernyataan tersebut mendukung
temuan yang menunjukkan bukti bahwa
auditor dapat melaksanakan pekerjaannya
dengan baik, karena infrastruktur berupa
gedung, tempat kerja, dan peralatan kerja
yang sesuai kebutuhan. Hal ini dilihat oleh
auditor sebagai alat bantu dalam mencapai
kualitas audit yang beintegritas tinggi. De-
ngan kata lain, tanpa sarana dan prasarana
yang baik, hasil yang diharapkan tidak akan
tercapai. Hal ini sejalan dengan salah satu
aspek penting dalam teori stewardship, yaitu
motivasi kunci steward untuk memberikan
kepuasan kepada principle dalam memben-
tuk pekerjaan dengan baik. Dalam mencapai
kinerja auditor yang maksimal, pemerintah
harus memberikan penunjang berupa infra-
struktur yang memadai. Dengan demikian
akan memudahkan proses pelaksanaan pro-
bity audit agar bisa meminimalisasi terjadi-
nya korupsi dalam proses pengadaan barang
dan jasa.

Hasil penelitian ini didukung temuan
dalam penelitian Caruana & Kowalczyk
(2021) dan Cordery & Hay (2019) yang meng-
ungkapkan bahwa sarana prasarana dapat
meningkatkan kualitas pelaporan keuang-
an. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah
telah menggunakan sarana dan prasarana
sebagai faktor penting dalam melaksanakan
pekerjaan, seperti gedung, meja, kursi,
brankas dokumen, mesin kantor, peralatan,
dan perlengkapan kantor lainnya. Selanjut-
nya, Schillemans et al. (2018) menyatakan
bahwa ketersediaan infrastruktur kerja
dapat meningkatan kualitas kerja. Begi-
tu pula dengan kualitas kerja auditor yang
dapat ditingkatkan dengan tersedianya sara-
na dan prasarana seperti ruang kerja, per-
lengkapan kantor, dan kendaraan dinas. Hal
ini dikarenakan infrastruktur menjadi fasili-
tas perkantoran atau alat yang digunakan
secara langsung untuk melaksanakan pro-
ses kegiatan pemerintah daerah demi me-

menuhi tujuan yang telah direncanakan
sebelumnya.

Adapun hasil penelitian ini kontra de-
ngan Morin & Hazgui (2016) dan Vermeer &
Styles (2019) yang memperlihatkan bahwa
ketersediaan sarana dan prasarana tidak
mempengaruhi kualitas audit. Hal tersebut
karena pemanfaatan sarana dan prasarana
secara umum dianggap masih belum mak-
simal serta ada aspek lainnya yang lebih
diutamakan dalam meningkatkan kualitas
audit, yaitu dari sisi SDM yang mencakup
leadership, kompetensi SDM, dan partisi-
pasi masyarakat. Selain itu, dari segi pro-
sesnya terdiri dari regulasi, tahapan kerja
dan standar proses. Sedangkan aspek In-
frastruktur terdiri dari teknologi, network,
serta sistem aplikasi. Penelitian lain yang
serupa dengan hasil tersebut dibuktikan
oleh Oyerogba (2021) yang mengungkapkan
bahwa sebagian besar responden peneli-
tian merasa tidak terlalu puas akan sarana
prasarana yang sediakan oleh pemerintah
daerah yang menyebabkan kinerja auditor
menjadi menurun. Berdasarkan hasil uji
penelitian, implikasinya adalah pemerintah
daerah harus berupaya mendapatkan hasil
probity audit yang baik dan bebas dari ke-
curangan, yaitu dengan menyediakan sara-
na dan prasarana penunjang agar auditor
bisa bekerja dengan mengedepankan efek-
tifitas serta efisiensi. Terpenuhinya sarana
maupun prasarana yang maksimal akan
mendorong pelaksanaan probity audit di pe-
merintah daerah secara jujur, transparan,
terbuka dan terhindar dari kecurangan.

Pengaruh sistem pengendalian inter-
nal (SPI) terhadap kualitas probity audit.
SPI didefinisikan sebagai seluruh kegiatan
yang meliputi berbagai proses mulai dari
pemeriksaan hingga pemantauan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi organisa-
si. SPI dianggap sangat bermanfaat dalam
deteksi dini dan pencegahan kecurangan.
Pengujian terhadap variabel sistem pengen-
dalian internal (SPI) menunjukkan bahwa
SPI berpengaruh positif terhadap kualitas
pemeriksaan. Hal ini terlihat jelas karena
struktur SPI yang dimiliki oleh auditor su-
dah memuat kerangka perencanaan, pelak-
sanaan, pengendalian, dan pemantauan
pencapaian tujuan (Oussii & Taktak, 2018).
Selain itu, dari jawaban responden peneli-
tian, telah tersedia prosedur untuk peman-
tauan kinerja pengendalian internal yang
efektif, baik rutin maupun spesifik. Audi-
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tor juga menunjukkan bahwa ketersediaan
sistem dokumentasi formal untuk prosedur
tindak lanjut dapat meningkatkan kua-
litas jaminan hasil audit. Hal ini mengindi-
kasikan pelaksanaan SPI yang dilaksanakan
dengan baik dan benar harus memastikan
bahwa seluruh pimpinan pemerintahan
dan pegawai telah jujur menjalankan ke-
giatan dalam kewenangan pengawasan dan
mengikuti aturan yang berlaku. Selain itu,
SPI dapat menyebabkan tata kelola keuang-
an yang lebih efektif, efisien, serta terbuka
dan bertanggung jawab, termasuk dalam
pengadaan barang dan jasa, serta mence-
gah penyelewengan yang merugikan negara.
Oleh karena itu, sistem pengendalian inter-
nal berkaitan erat dengan kualitas probity
audit pengadaan barang dan jasa (Alwardat
et al., 2015; Yang & Northcott, 2019). Sema-
kin baik SPI, semakin tinggi kualitas laporan
auditnya.

Goode et al., (2017), Kaawaase et al.
(2016), dan Xiao et al. (2016) menemukan
bahwa faktor SPI mempengaruhi kuali-
tas pelaporan. Hal ini dikarenakan adanya
jawaban responden yang menjawab “sangat
baik” pada penerapan sistem pengendalian
internal dan mengikuti prosedur dalam
menjalankan kegiatan auditnya, sehingga
kegiatan yang dilakukan oleh auditor inter-
nal dapat memberikan jaminan tercapainya
tujuan pemerintah dalam kegiatan yang
dilakukan dengan menerapkan efektifi-
tas dan efisiensi, pelaporan keuangan yang
dapat dipercaya, perlindungan aset negara
dan kepatuhan pada peraturan undang-un-
dang. Selanjutnya, Bryan (2017) dan Ismail
& Yuhanis (2019) mendukung temuan pene-
litian ini dengan menyatakan bahwa dengan
tersedianya SPI akan dapat memberikan
data akurat karena semua aktivitas peme-
rintah dilakukan berdasarkan peraturan
yang berlaku. Oleh karena itu, semakin baik
pelaksanaan SPI suatu pemerintah, dapat
dipastikan akan semakin baik pula kualitas
auditnya. SPI yang digunakan oleh peme-
rintah daerah bertujuan untuk memberikan
keyakinan pelaksanaan semua aktivitas
pengadaan barang dan jasa telah terlaksana
secara tepat dan mengikuti peraturan yang
ditetapkan. Sistem pengendalian mencakup
beberapa aspek pengendalian internal, ter-
masuk lingkup pengendalian, pemantauan,
telekomunikasi, analisis risiko, dan aktivitas
pengendalian terintegrasi (Hamdani & Albar,
2016; Sutaryo & Lase, 2017).

Selanjutnya, hasil penelitian ini
didukung oleh temuan Fauji et al. (2015),
Gomez et al. (2020), dan Rossi et al. (2021)
yang menyimpulkan bahwa penerapan pe-
ngendalian mutu internal dapat mempe-
ngaruhi kualitas audit. Artinya, pengenda-
lian internal apabila diaplikasikan dengan
tepat, maka pada tahap persiapan peren-
canaan probity audit akan menjadi semakin
efektif yang akan menentukan peningkatan
kualitas probity audit pengadaan barang dan
jasa. Matthews (2016) menambahkan bahwa
tidak hanya itu, karena masih terdapat fak-
tor lain yang mendorong pengendalian yang
lebih baik, antara lain kuatnya pengenalian
internal pemerintah, prosedur reviu, di-
siplin dalam penerapan audit program, serta
pengetahuan auditor mengenai prosedur.
Hal ini yang akan membantu auditor untuk
meningkatkan kualitas probity audit pe-
ngadaan barang dan jasa menjadi efekfif dan
terbebas dari kecurangan.

Meskipun demikian, temuan penelitian
ini kontradiktif ketika dihubungkan dengan
hasil studi Ocak & Can (2019) dan Sarhan
et al. (2019) karena menghasilkan temuan
adanya sistem pengendalian internal ternya-
ta tidak berkaitan dengan tingkat kualitas
audit. Hal ini dikarenakan auditor internal
memberikan saran atau rekomendasi tidak
sejalan dengan kondisi yang terjadi dikare-
nakan auditor tidak mematuhi kebijakan
dan prosedur audit pada sistem pengen-
dalian internal pemerintah. Oleh karena
itu, berdasarkan hasil tersebut, pemerin-
tah daerah harus meningkatkan efektifitas
sistem pengendalian internal dan mene-
mukan upaya yang dapat menjadi pilihan,
yaitu memberikan keleluasaan bagi auditor
internal untuk melakukan pengawasan dan
memberikan saran rekomendasi terkait de-
ngan laporan audit.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat
disimpulkan bahwa kualitas probity audit
dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah
dengan berbagai strategi. Strategi pertama
adalah peningkatan kemampuan SDM kare-
na memperlihatkan bahwa auditor memi-
liki keahlian dan jam terbang yang sesuai
dengan bidang audit, sehingga kompetensi
SDM dapat menghasilkan probity audit yang
baik dan berkualitas tinggi. Berikutnya ada-
lah tekanan anggaran waktu pada aloka-
si waktu pelaksanaan audit yang terbukti
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meningkatkan kualitas probity audit. Selain
itu, pemerintah daerah dapat mengoptimal-
kan ketersediaan sarana dan prasarana
sebagai faktor pendukung pelaksanaan pe-
ngelolaan dan pembangunan daerah karena
terbukti memaksimalkan tugas pengawasan
serta menjadi faktor penentu kualitas pe-
meriksaan yang berintegritas. Strategi selan-
jutnya adalah penerapan sistem pengenda-
lian internal (SPI) yang secara empiris dapat
meningkatkan kualitas laporannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
probity audit terbukti secara empiris mampu
mendeteksi dan mencegah terjadinya kecu-
rangan dalam alur pengadaan barang dan
jasa, sehingga Inspektorat harus mengopti-
malkan kinerja pemeriksaan auditnya. Ber-
bagai upaya dapat dilakukan, yaitu dengan
meningkatkan kompetensi auditor melalui
berbagai kursus pelatihan. Selain itu, me-
maksimalkan sarana dan prasarana untuk
mendukung implementasi dan kinerja SPI
yang baik dan benar.
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